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ABSTRAK 

 

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN KERINGANAN PAJAK KENDARAAN 

BERMOTOR DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 

 

Oleh: 

NALDI PEBRIANSYAH 

 

Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara di Indonesia, termasuk pajak 

kendaraan bermotor sebagai salah satu jenis pajak daerah yang signifikan. 

Pemerintah Provinsi Lampung telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Provinsi 

Lampung Nomor 6 tahun 2023 tentang Kebijakan Keringanan Pajak Kendaraan 

Bermotor untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendukung 

pembangunan daerah, adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah (1) 

Bagaimana Efektivitas Kebijakan Keringanan Bebas Denda Pajak Kendaraaan 

Bermotor Di Provinsi Lampung Tahun 2023 (2) Apakah yang Menjadi Faktor 

Penghambat Dalam Efektivitas Kebijakan Keringanan Bebas Denda Pajak 

Kendaraaan Bermotor Di Provinsi Lampung Tahun 2023? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris untuk 

menganalisis keringanan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Lampung. Data 

primer diperoleh dari wawancara dengan Kasubag Bidang Pajak Bapenda Bandar 

Lampung dan responden wajib pajak. Data sekunder meliputi bahan hukum dari 

peraturan perundang-undangan yang relevan. Metode deskriptif kualitatif 

digunakan untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian 

ini. 

Hasil penelitian ini menunjukan penerimaan atas keringanan PKB Di Provinsi 

Lampung tahun 2023 sudah efektif dalam realisasi pendapatan yakni mencapai 

44,66% dari target yang direncanakan, persentase tersebut mengalami peningkatan 

sebesar 1,1% dibandingkan dengan program keringan dan bebas denda pajak yang 

pernah dilaksanakan pada tahun 2021. Sedangkan dari segi kepatuhan Masyarakat 

dalam membayar PKB dalam program ini masih tergolong tidak efektif. hanya 

sebesar 25,16%. 

Kata Kunci: Keringanan pajak, Pajak Kendaraan Bermotor, Efektivitas kebijakan,   



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

  

EFFECTIVENESS OF MOTOR VEHICLE TAX RELIEF POLICIES 

IN LAMPUNG PROVINCE IN 2023 

 

By: 

NALDI PEBRIANSYAH 

  

Taxes are the main source of state revenue in Indonesia, including motor vehicle 

tax as a significant type of regional tax. The Lampung Provincial Government has 

issued Lampung Province Governor Regulation Number 6 of 2023 concerning 

Motor Vehicle Tax Reduction Policy to increase taxpayer compliance and support 

regional development. The problem formulation of this research is (1) How 

Effective is the Motor Vehicle Tax Fine Reduction Policy in the Province? Lampung 

in 2023 (2) What are the inhibiting factors in the effectiveness of the Motor Vehicle 

Tax Fines Reduction Policy in Lampung Province in 2023? 

This research uses a normative and empirical juridical approach to analyze motor 

vehicle tax relief in Lampung Province. Primary data was obtained from interviews 

with the Head of the Tax Division of the Bandar Lampung Bapenda and taxpayer 

respondents. Secondary data includes legal materials from relevant laws and 

regulations. Qualitative descriptive methods were used to analyze data and draw 

conclusions from the results of this research. 

The results of this research show that the acceptance of PKB relief in Lampung 

Province in 2023 has been effective in realizing income, namely reaching 44.66% 

of the planned target, this percentage has increased by 1.1% compared to the tax 

relief and free fines program that was implemented in in 2021. Meanwhile, in terms 

of community compliance in paying PKB in this program, it is still considered 

ineffective. only 25.16%. 

Keywords: Tax relief, Motor Vehicle Tax, Policy effectiveness,  
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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara di Indonesia 

yang merupakan komponen penting dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Pajak adalah pembayaran wajib yang dilakukan oleh masyarakat kepada negara 

dan bersifat memaksa untuk kepentingan negara dan masyarakat. Sesuai 

dengan ketentuan pasal 23 A Undang-Undang Dasar tahun 1945 (sebagaimana 

telah diubah dengan UUD 1945 amandemen IV), yang menyatakan bahwa 

“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur 

dengan undang-undang”. Pajak memainkan peran penting, maka 

dimungkinkan undang- undang untuk menegakkan pemungutan pajak. Karena 

pajak digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

maka negara memiliki kewenangan hukum untuk memungut dan memungut 

pajak dari warga negaranya. Untuk membiayai proyek-proyek pembangunan 

negara dan nasional, seperti pembangunan infrastruktur, anggaran kesehatan, 

bantuan sosial dan pendidikan, serta kegiatan produktif lainnya.1 

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,2 pemerintah provinsi dan 

kabupaten/kota wajib memiliki pedoman khusus dalam pemungutan pajak 

daerah. Tujuan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (UU 1/2022) 

adalah untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola 

pajak dan retribusi daerah. Hal itu dilakukan dengan maksud untuk 

meningkatkan potensi secara maksimal dan tetap tepat sasaran sebagai hasil 

pemungutan pajak daerah.  

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu bentuk yang dapat digunakan 

 

1 Indonesia, Keempat Undang-Undang Perubahan Dasar 1945, Pasal 23A 
2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 
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untuk melaksanakan sumber-sumber pendapatan daerah yang mampu 

menjamin kelangsungan pembangunan daerah. Badan Pendapatan Daerah atau 

yang disebut BAPENDA bertugas mengelola pajak dalam skala daerah. 

BAPENDA diatur dalam dinas pendapatan daerah yang beroperasi di tingkat 

provinsi, kabupaten, dan kota. Selain pajak yang dipungut di pusat negara, 

pajak yang dipungut di  berbagai tingkat daerah juga memberikan kontribusi 

yang signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan negara. Ada berbagai 

macam pajak daerah, mulai dari yang dipungut oleh provinsi hingga yang 

dipungut oleh kabupaten atau kota. Salah satu jenis pajak yang berpotensi 

meningkat sejalan dengan perubahan teknologi dan standar kebutuhan pokok 

adalah pajak kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan jumlah kendaraan 

bermotor yang digunakan di Indonesia setiap tahunnya terus bertambah. 

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak daerah yang dipungut oleh 

pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, Pajak 

kendaraan bermotor merupakan pajak provinsi. Pengenaan pajak kendaraan 

bermotor tarif ditentukan berdasarkan nilai jual dikalikan tarif. Nominal pajak 

yang dibebankan akan semakin meningkat berdasarkan status pengenaan pajak. 

Unit Pelayanan Teknis (UPT) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap 

(SAMSAT) adalah kantor yang mengelola penerbitan dan penetapan PKB, 

instansi ini terdiri dari beberapa kegiatan yang dimonitori oleh kantor pusat 

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Lampung beberapa kegiatan 

teknis untuk penerbitan surat ketetapan pajak daerah, surat tagihan pajak 

daerah, dan sanksi atas keterlambatan pengenaan pajak juga diterbitkan 

dikantor tersebut. Beberapa kegiatan yang terdapat dalam instansi tersebut 

dipimpin oleh kepala bagian dari setiap kegiatan pendataan, tata usaha dan 

bagian penagihan atau dinas luar, bagian-bagian tersebut saling terkait dalam 

kegiatan untuk menetapkan PKB. 

Pe iraturan Daeirah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 teintang Pajak 

Dae irah3  sudah diatur meingeinai peilaksanaan peimungutan Pajak Ke indaraan 

 

3 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 
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Be irmotor namun masih ada faktor peinghambat dalam peilaksanaan 

pe imungutan Pajak Keindaraan Beirmotor, se ipe irti kurangnya keisadaran dan 

ke ipatuhan dari para wajib pajak untuk me imbayar pajak, kondisi ini haruslah 

dirubah se isuai deingan pe iraturan dan undang-undang yang ada seihingga 

ke iwajiban meimbayar pajak haruslah teirwujud dalam keipastian hukum. Kurang 

adanya peiran aktif dari peimeirintah untuk turut meimbantu dalam upaya 

pe iningkatan ini juga meirupakan salah satu faktor peinghambat Pajak Ke indaraan 

Be irmotor. jumlah keindaraan beirmotor yang digunakan di Indoneisia seitiap 

tahunnya teirus be irtambah. Hal ini teirlihat dari banyaknya masyarakat yang 

leibih meimilih meinggunakan mobil pribadi untuk beiraktivitas daripada 

transportasi umum seipe irti bus.  

De ingan deimikian, tingkat peirtumbuhan ke indaraan beirmotor teirus meiningkat, 

dan peiningkatan ini diseibabkan seimakin banyaknya masyarakat yang mampu 

meimbe ili keindaraan yang meireika inginkan de ingan bantuan sisteim tukar kreidit 

yang ditawarkan oleih de ialeir. Se ijalan deingan itu, peirlu dilakukan upaya untuk 

meiningkatkan eife iktivitas peimungutan dan peinge ilolaan pajak keindaraan 

be irmotor guna meiningkatkan peindapatan asli daeirah yang kondusif bagi 

pe imbangunan daeirah. Peilayanan masyarakat dapat dikatakan eifeiktif apabila 

masyarakat puas deingan peilayanan yang dibeirikan, leibih ceipat, leibih murah, 

dan leibih eifisiein. Eife iktivitas adalah salah satu tolok ukur keibe irhasilan dalam 

meime inuhi keibutuhan tujuan yang teilah diteitapkan. Tingkat eife iktivitas dapat 

diukur de ingan meimbandingkan antara hasil aktual deingan hasil yang 

diharapkan, jika peike irjaan yang dilakukan tidak meimbuahkan hasil yang 

diinginkan meiskipun teilah dilakukan upaya yang signifikan, kita dapat 

meinyimpulkan bahwa hasilnya tidak eife iktif. 

Dalam Upaya peiningkatan pada Masyarakat, salah satunya adalah Peime irintah 

Provinsi Lampung meinge iluarkan Peiraturan Gube irnur (Pe irgub) Nomor 6 Tahun 

2023 teintang Keiringanan Pajak Keindaraan Beirmotor Dan Beia Balik Nama 

Ke indaraan Beirmotor Tahun 2023. 4  Peiraturan gubeirnur teirse ibut beirtujuan 

 

4 Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2023 
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untuk meimbeirikan keiringanan PKB dan BBNKB ke ipada wajib pajak di 

Provinsi Lampung dalam rangka meimbantu meiringankan beiban masyarakat 

dan meiningkatkan PAD dari seiktor PKB dan BBNKB. Program ke iringanan 

PKB dan BBNKB ke ipada wajib pajak be irlangsung  seilama 6 bulan yang 

dimulai pada tanggal 3 April tahun 2023 hingga  bulan Seipteimbeir tahun 2023. 

ke iringanan yang akan dibeirikan keipada wajib pajak adalah peimbe ibasan beia 

balik nama seirta peinghapusan deinda dan pe ingurangan untuk tunggakan pokok 

pajak tahun 3, 4 dan 5 tahun hanya meimbayar pokok pajak 2 tahun teirtunda 

ke imudian tahun beirjalan sisanya kei be ilakang dibe irikan keiringanan untuk wajib 

pajak beirdasarkan deingan keilas keindaraan untuk seipe ida motor seisuai 

ke iteintuan dan speisifikasi yang teilah diteitapkan. 

Be irdasarkan Feinomeina dan uraian teirse ibut maka peinulis teirtarik untuk 

meingambil judul “Efektivitas Kebijakan Keringanan Pajak Kendaraaan 

Bermotor Di Provinsi Lampung ” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Adapun yang me injadi rumusan masalah dalam peineilitian ini adalah seibagai 

be irikut: 

1. Bagaimana Eife iktivitas Keibijakan Keiringanan Pajak Keindaraaan Beirmotor 

Di Provinsi Lampung Tahun 2023? 

2. Apakah Yang Me injadi Faktor Pe inghambat Dalam Eifeiktivitas Keibijakan 

Ke iringanan Pajak Keindaraaan Beirmotor Di Provinsi Lampung Tahun 

2023? 

1.3. Tujuan Penelitian  

Be irdasarkan pokok bahasan diiatas, maka tujuan peine iliitiian adalah :  

1. Untuk Meinge itahuii bagaiimanakah Eife iktiivi itas Keibi ijakan Keiri inganan 

Be ibas De inda Pajak Keindaraaan Beirmotor Di i Provi insi i Lampung Tahun 

2023 

2. Untuk Me inge itahuii faktor Peinghambat Dalam Eifeikti iviitas Ke ibi ijakan 

Ke iri inganan Beibas De inda Pajak Keindaraaan Beirmotor Dii Proviinsii 

Lampung Tahun 2023 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Be irdasarkan hal-hal diiatas, peine iliitiian di iharapkan meimbeiriikan manfaat: 

1. Manfaat Teiori itiis 

Pe ine iliitiian i ini i di iharapkan dapat beirmanfaat teiori itiis be irupa pe imbe iri ian bagii 

pe ingeimbangan iilmu Hukum Admiini istrasii Ne igara, khususnya dii Hukum 

Pajak 

2. Manfaat Praktiis 

a. Pe ine iliitiian iini i di iharapkan meindorong masyarakat untuk meimbeiri ikan 

masukan krpada peime iriintah Proviinsi i Lampung dalam hal 

pe inghabatan peilaksanaan peimbeiri ian keiri inganan atau peimbeibasan 

teirhadap tunggakan dan deinda pajak keindaraan beirmotor. 

b. Me inambah peinge itahuan masyarakat dalam peimbeiriian keiri inganan 

atau peimbeibasan te irhadap tunggakan. Dan de inda pajak keindaraan 

be irmotor. 

 

  



6 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pengertian Efektivitas  

E ifeikti iviitas umumnya dii pandang seibagaii tiingkat peincapaiian tujuan opeiratiif 

dan opeirasi ional. Pada dasarnya eifeikti iviitas adalah tiingkat peincapaiian tugas 

sasaran organiisasi i yang dii teitapkan. Eife iktiivi itas adalah seibe irapa baiik peike irjaan 

yang di i lakukan, se ijauh mana se ise iorang me inghasiilkan ke iluaran seisuai i de ingan 

yang diiharapkan. Iini i dapat dii artiikan, apabi ila suatu peike irjaan dapat diilakukan 

se isuai i de ingan yang diire incanakan, dapat diikatakan eifeikti if tanpa 

meimpe irhatiikan waktu, teinaga dan yang laiinnya. Seidangkan eife iktiivi itas 

pe ilaksanaan keibiijakan otonomii daeirah adalah seijauh mana keigiiatan 

pe imeiri intah daeirah dapat meilaksanakan, me iwujudkan, dan meini ingkatkan 

pe ilayanan keipada masyarakat, peingambiilan keiputusan partiisi ipasi i masyarakat. 

Pe ilaksanaan peimbangunan dan juga peinye ileisai ian beirbagaii peirmasalahan 

dalam peilaksanaan otonomii daeirah. 

Me inurut Sondang P. Si iagiian eife iktiivi itas adalah peimanfaatan sumbeir daya, 

sarana dan prasarana dalam jumlah teirte intu yang seicara sadar dii teitapkan 

se ibe ilumnya untuk meinghasi ilkan se ijumlah barang atas jasa keigiiatan yang 

di ijalankannya. 5 

E ifeikti iviitas meinunjukkan keibe irhasi ilan dari i seigi i teircapaii tiidaknya sasaran yang 

teilah diite itapkan. Jiika hasiil keigi iatan seimaki in meinde ikatii sasaran, beirartii makiin 

tiinggi i e ifeikti iviitasnya. 

Apabi ila seise iorang be irbiicara teintang eife ikti iviitas se ibagaii ori ie intasii ke irja beirartii 

yang meinjadii sorotan pe irhatiian adalah teircapaiinya beirbagaii sasaran yang teilah 

 

5 Sondang P. Siagian, “Manajemen Sumber Daya Manusia”, Bumi Aksara, Jakarta: Bumi 

Aksara, 2001) hlm. 24 
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di iteintukan teipat pada waktunya deingan me inggunakan sumbeir-sumbe ir teirteintu 

yang sudah diigunakan harus di iteintukan seibe ilumnya dan deingan 

meimanfaatkan sumbeir-sumbeir iitulah maka hasiil-hasiil teirteintu harus diicapaii 

dalam waktu yang teilah dii teitapkan pula. 6 

Organi isasi i seinantiiasa meiliibatkan beibe irapa orang dan meireika saliing 

be iriinte iraksii se icara i inse intiif. Iinte iraksii te irse ibut dapat diisusun atau di igambarkan 

dalam seibuah struktur untuk meimbantu meincapaii tujuan beirsama. Namun 

de imiiki ian, se itiiap orang dalam organiisasi i me impunyaii tujuan peirorangan. 

De ingan keiiikutse irtaannya dalam organiisasi i, iia meingharapkan agar organiisasii 

teirse ibut akan meimbantu diia meincapaii tujuannya dii sampiing tujuan keilompok. 

Ke ibe irhasiilan organiisasi i pada umumnya di i ukur de ingan konse ip e ife iktiivi itas, 

apa yang diimaksud eife iktiivi itas, teirdapat pe irbeidaan peindapat diiantara yang 

meinggunakannya, baiik di ikalangan akade imiisi i maupun diikalangan para 

praktiisi i. Dalam suatu peirusahaan, agar pe ilaksanaan keirja dapat meincapaii 

pre istasii, yang teirli ibat tiidak hanya seike idar se ikumpulan orang saja, meilaiinkan 

juga meiliibatkan peirleingkapan, teirmasuk meisi in-me isi in, me itodei ke irja waktu, 

mateiriial, yang umumnya diise ibut seibagaii sumbe ir. Se itiiap organiisasi i 

meingi ingi inkan agar peilaksanaan keirja dan pe inggunaan sumbeir teirse ibut beinar-

be inar dapat beirdaya guna. Deingan deimiiki ian, peirlu adanya peingaturan, 

pe ingarahan, dan peindayagunaan. Usaha meingatur dan meingarahkan sumbeir 

daya iini i, baiik manusiia maupun peiralatannya diise ibut manajeime in. 

Suatu organiisasi i diiniilaii meincapaii eife iktiivi itas tiinggii bi ila beibas darii beirbagaii 

karakteiriisti ik ke itiidakeife iktiifan. Keiuntungan modeil dasar iini i adalah 

meimbe iriikan ke ipada para manajeir pe idoman-peidoman praktiis bagi i ke igi iatan 

di iagnosiis dan pe inge imbangan. Mode il ke itiidakeife iktiifan paliing cocok biila 

kri iteiri ia eife iktiivi itas tiidak dapat diiiide intiifi ikasii atau tiidak dapat diise itujuii 

be irsama dan biila ada keibutuhan untuk meinge imbangkan seicara siiste imatiik 

strateigi i-strateigii pe inge imbangan organiisasi i. 

 

6 Ibid hlm.171 
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Me inurut Mardi iasmo eife iktiivi itas adalah ukuran be irhasiil atau tiidaknya suatu 

organiisasi i untuk meincapaii tujuan yang sudah diiteitapkan. Jiika suatu 

organiisasi i be irhasi il dalam meincapaii tujuan, maka organiisasi i teirse ibut 

di ikatakan sudah beirjalan deingan eife ikti if. Eife iktiivi itas tiidak meinyatakan 

meinge inaii se ibe irapa beisar biiaya yang teilah di ikeiluarkan untuk meincapaii tujuan 

se isuai i deingan targeit yang diiteintukan. E ifeikti iviitas hanya meiliihat apakah 

program yang sudah diireincanakan biisa meincapaii tujuan yang sudah 

di iteintukan teirle ibiih dahulu. Eife iktiivi itas meirupakan hubungan antara 

pe ingeiluaran deingan tujuan atau sasaran yang akan diicapaii. E ifeikti iviitas yaiitu 

meingukur suatu hubungan antara hasiil peimungutan suatu pajak deingan targeit 

pe ineiri imaan pajak iitu se indi irii.7 

E ifeikti iviitas dalam peineiri imaan Pajak Keindaraan Beirmotor yaiitu meingukur 

se ibe irapa beisar hubungan antara reialiisasi i peine iri imaan Pajak Keindaraan 

Be irmotor teirhadap targeit peine iri imaan Pajak Ke indaraan Beirmotor yang sudah 

di iteitapkan oleih Pe ime iriintah Provi insi i Lampung. Eifeikti if atau tiidaknya 

pe ineiri imaan PKB yang teilah diilakukan dii Provi insi i Lampung biisa diili ihat darii 

se ibe irapa beisar hasi il yang di idapat dan diise isuaiikan de ingan targeit yang teilah 

di iteintukan. 

2.2. Kebijakan dan kewenangan 

2.2.1. Pengertian Kebijakan 

Kamus Be isar Bahasa Iindoneisi ia (KBBIi) me indeifi ini isi ikan bahwa 

ke ibiijakan adalah rangkaiian konseip dan asas yang meinjadii gariis be isar 

dan reincana dalam peilaksaan suatu peike irjaan, keipeimi impiinan, dan cara 

be irtiindak (teintang peimeiri intahan, organiisasi i, dan se ibagaiinya).8 

Noe ing Muhadji ir meinggambarkan keibi ijakan se ibagaii upaya untuk 

meime icahkan masalah sosi ial untuk keipe intiingan masyarakat deingan 

meinggunakan pri insi ip ke iadiilan dan keise ijahteiraan masyarakat seibagaii 

dasar. Keibi ijakan juga harus meimeinuhi i eimpat tujuan utama: (1) 

 

7 Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi, (Yogyakarta : Andi Offset, 2009), hlm. 

132 
8 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan  diakses pada tanggal 29 Januari 2024 pukul 

23.33 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan
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meini ingkatkan kualiitas hiidup masyarakat, (2) meiwujudkan keiadiilan 

sosi ial meilaluii hukum, keiadi ilan sosiial, dan ke ise impatan untuk kreiatiiviitas 

dan pre istasii i indi ivi idu, (3) me imbeiri ikan ke ise impatan bagii masyarakat 

untuk beirpartiisi ipasi i seicara aktiif dalam diiskusi i, peire incanaan, keiputusan, 

dan peilaksanaan, dan (4) meimastiikan pe ingeimbangan beirkeilanjutan. 

Se ibagaiimana diikutiip ole ih Amiin Pri iatna, Weiiihri ich dan Koontz 

be irpeindapat bahwa keibi ijakan adalah alat meimbeirsi ihkan hatii atau 

harapan yang meindorong, iini isi iatiif te itatp dalam keiteirbatasan. 

Ke ibe ibasan teirgantung pada keibi ijakan dan se ibaliiknya akan 

meire ifleisi ikan posi isi i dan keikuasaan dalam organiisasi i.9 

Me inurut Weirf iia meinge imukakan bahwa yang diimaksud de ingan 

ke ibiijakan adalah suatu usaha untuk meincapaii tujuan teirte intu meilaluii 

tujuan teirteintu dan dalam urutan teirteintu. Di i si isi i lai in, dalam keibiijakan 

Pe imeiri intah meimiiliiki i pe inge irtiian yang baku se ibagaii ke iputusan yang 

di ibuat seicara siiste imatiis ole ih peimeiri intah untuk maksud dan tujuan 

teirte intu yang meinyangkut keipe intiingan umum.10 

Pe irundang-undangan adalah dasar untuk pe ilaksanaan keibi ijakan. 

Ke ibi ijakan seindiiri i teirbagii me injadii dua bagi ian:11 

1. Ke ibi ijakan iinteirnal (manajeiriial), yaiitu keibiijakan suatu iinstansi i yang 

meimpunyaii ke ikuasaan untuk meingi ikat organiisasi i pe ime iriintahan iitu 

se indi irii. 

2. Ke ibi ijakan eiksteirnal (publiik), yaiitu ke ibiijakan yang beirsi ifat 

meingi ikat publiik, maka deingan ke ibiijakan teirse ibut maka keibiijakan 

teirse ibut harus teirtuliis. 

 

 

 

9 Amin Priatna, Disertasi “Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada 

Universitas Pendidikan Indones”, Paca Sarjana UNJ, tahun 2008, hlm.15. 
10  Subarsono. (Yogyakarta: 2005), Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan 

Aplikasi.Pustaka Pelajar, hlm.87 
11 Sudjito dkk, Prosiding Kongres Pancasila VI: Penguatan, sinkronisasi, harmonisassi, 

integrasi pelembagaan dan pembudayaan Pancasila dalam rangka memperkokoh kedaulatan bangsa, 

(Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila UGM: 2014), hlm. 222. 
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2.2.2. Fungsi Kebijakan 

Fungsi i ke ibiijakan adalah seibagaii panduan dan/atau arahan yang 

di iteitapkan oleih pe ime iriintah, organiisasi i, atau leimbaga untuk meincapaii 

tujuan teirte intu ataupun meingatasii masalah-masalah teirteintu. 

Ke ibi ijakan dapat beirkaiitan deingan be irbagaii bi idang, se ipeirti i poliiti ik, 

e ikonomii, sosi ial, liingkungan, keise ihatan, pe indiidi ikan, dan yang laiinnya. 

Se ilaiin i itu, be irdasarkan strukturnya, keibi ijakan publiik dapat be irsi ifat 

nasi ional, reigi ional, atau lokal. Contohnya teirmasuk undang-undang, 

pe iraturan peimeiri intah, peiraturan preisi ide in, pe iraturan meinteiri i, pe iraturan 

pe imeiri intah daeirah, proviinsi i, gubeirnur, dan keiputusan bupatii dan 

waliikota. Seicara teirmi inologii, ada banyak deifi iniisi i ke ibi ijakan publiik 

(publiic poliicy), teirgantung pada cara kiita meingartiikannya.12 

Be ibeirapa fungsi i utama keibiijakan meiliiputii: 

1. Pe inye ileisai ian masalah: Keibi ijakan diiteitapkan untuk meingatasii 

masalah atau tantangan yang diihadapii oleih suatu masyarakat, 

organiisasi i, atau peimeiri intah. Tujuan utamanya adalah untuk meincarii 

solusi i yang eife iktiif dan eifi isi ie in. 

2. Pe ingaturan dan peinge indaliian: Keibiijakan di igunakan untuk meingatur 

dan meinge indaliikan peiri ilaku atau aktiiviitas di i dalam suatu siisteim atau 

liingkungan teirte intu. Tujuannya adalah meinciiptakan keirangka keirja 

yang se isuaii de ingan tujuan yang iingiin di icapaii. 

3. Pe irubahan sosi ial : Keibi ijakan dapat diigunakan seibagaii alat untuk 

meinci iptakan peirubahan sosiial yang diii ingi inkan atau meingatasii 

ke itiidakadiilan atau masalahmasalah struktural dalam masyarakat. 

4. Pe imeinuh ke ipe intiingan publiik : Ke ibiijakan se iri ing kalii diite itapkan 

untuk meimeinuhi i ke ipe intiingan dan ke ibutuhan publiik se icara 

ke ise iluruhan, seirta untuk meincapaii ke ise ijahteiraan dan keimajuan 

masyarakat. 

 

12  Taufiqurokhman, Kebijakan Publik, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 

Universitas  

Moestopo Beragama Pers: 2014), hlm. 3. 
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5. Pe inceigah konfliik : Keibiijakan dapat diirancang untuk meinceigah atau 

meingurangi i konfliik antara beirbagaii ke ilompok atau golongan 

masyarakat yang beirbe ida keipe intiingan. 

2.2.3. Teori Kebijakan 

Asas Freies Ermessen 

Fre iiie is e irme isse in be irasal darii fre iiie is. De ingan kata laiin, mandiiri i, tiidak 

teiri ikat, beibas. Eirme isse in beirartii me iniinjau, meini imbang seirta meiniilaii. 

Fre iiie is e irme isse in i ialah orang yang beibas meinye iliidi iki i, meini imbang 

se isuatu se irta meini ilaii. Ke idua, makna teirse ibut diigunakan khusus pada 

bi idang keitataneigaraan (goveirnme int). 

Pri insi ip keibe ibasan beirmateirai i (freiiie is e irme isse in) di ibeiri ikan keipada 

pe imeiri intah dalam konteiks me imajukan ke ipe intiingan umum yang 

be irbeida-beida, te irgantung pada fungsi i darii pe imeiri intah atau admiini istrasi i 

ne igara. Salah satu fungsii utamanya adalah dalam biidang peiradiilan 

untuk meinye ileisai ikan seingke ita antara warga. 

ke iputusan peimeiri intah leibi ih utama peine iriimaan saran (doeilmatiighe ii id) 

atau tujuan diibandiingkan deingan hukum beirlaku (re ichtmatiigheii id). 

Fre ii is e irmeisse in di ijabarkan Amrah Musliimiin kareina bi idang beike irja seirta 

ke ibiijaksanaan atau keibeibasan ke ibiijaksanaannya, keimudi ian Laiica 

Marzukii me inyampaiikan bahwa asas fre iiie is e irmeisse in te irkaiit de ingan 

admiini istrasii yang diibeiri ikan keipada peimeiri intah dii ne igara bagiian. 

Ke ibe ibasan yang diibeiri ikan keipada peimeiri intah. 13 

Be irkat keibe iradaan freii ie is eirme isse in, i ini i beirartii se ibagiian keikuasaan 

leigi islatiif akan diigantiikan oleih pe imeiri intah/peime iriintah neigara bagiian 

dan meinjadii e ikse ikutiif. Ke idaulatan leigi islatiif di ialiihkan kei ke idaulatan 

cabang eikse ikutiif se ihi ingga peime iriintah ne igara bagiian me inyeile isaiikan 

masalah tanpa meinunggu le igiislatiif me inggantii leigi islatiif. Se ibagaii aturan 

 

13  Syofrin Syofyan, Asas Freies Ermessen Dan Aspek Perpajakan Leasing Menurut 

Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha 

(Leasing), Jurnal Vol 3 Nomor 1, hlm. 3-5. 
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umum, peijabat/peijabat neigara tiidak dapat meinolak untuk meindukung 

masyarakat kareina hukum tiidak ada atau tiidak jeilas se ilama beirada di i 

yuri isdi iksi inya. 

Pe irwujudan si ikap tiindak admiini istrasii ne igara seibagai i 

pe ingiimpleime intasiian freii ieis e irme isse in dapat beirlaku beibe irapa hal yaiitu: 

a. Me indi iriikan peiraturan peirundang-undangan se ibagaii mateiriill teiri ikat 

umum. 

b. Me iwujudkan beischi ikki ing bahwa siifatnya konkri it, iindi iviidual se irta 

fi inal. 

c. Me injalankan siikap admiini istrasii be irsi ifat be irwujud dan andal. 

d. Me ilakukan fungsii quasi i yudi isi ial, pada "bandiing admiini istrasi i" dan 

"keibe iratan". 

Adapun tolak ukur asas freiiie is e irme isse in antara laiin: 

a. Teirdapat keileiluasaan atau keibeibasan pada admiini istras neigara guna 

be irsi ikap deingan iini isi iatiif se indiiri i. 

b. Guna me inyeimpurnakan peirtanyaan-peirtanyaan fundameintal yang 

be ilum ada peiraturannya teirkaiit iitu. 

c. Bi isa diipe irtanggungjawabkan. 14 

Pasal 1 (9) Undang-Undang di iskre isi i yakni i tiindakan atau keiputusan 

yang diibuat atau diilaksanakan peijabat peimeiri intahan dalam meingatasii 

masalah teirte intu yang tiimbul pada peinye ileinggaraan peimeiri intahan 

se ihubungan peiraturan peirundang-undangan yang meini inggalkan 

pi iliihan. Pasal 24 Pe ijabat Peime iriintah yang meingambiil Di iskre isi i waji ib 

meime inuhii pe irsyaratan beiri ikut:15 

Pe ijabat Peimeiri intahan yang meinggunakan Di iskre isi i patut meimeinuhi i 

pe irsyaratan: a. Beirdasarkan Pasal 22 ayat (2) yai itu tujuan Diiskre isi i; b. 

be irdasarkan AUPB; c. Untuk alasan objeikti if; d. tiidak meimupuk 

be inturan keipeinti ingan; dan ei. di ilaksanakan de ingan iiktiikad baiik. 

Asas-Asas Keadilan Adam Smith 

Pe indapat Adam Smiith di idalam karyanya yang be irjudul Weialth of 

Natiions e impat syarat yang harus diipeinuhi i di i peiraturan pajak: 

 

14 (PDF) makalah Freies Ermessen | Riko Syahrudin - Academia.edu. 
15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
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1. E iquiity dan E iqualiity. E iquiity meirupakan martabat yang diidasarkan 

pada rasa keiadiilan dalam masyarakat, se idangkan Eiqualiity atau 

ke isamaan beirartii bahwa orang-orang keiadaan sama atau wajiib 

di ibeiri i pajak yang sama. 

2. Ce irtaiinty beirartii adanya keipastiian hukum dan pokok peirsoalan, 

pokok pe irsoalan, dan tariif pajak harus jeilas. 

3. Conveini ie incei of Paymeint bahwa wajiib pajak pe irlu meimungut pajak 

pada waktu yang teipat, pada waktu yang sangat teipat bagii wajiib 

pajak. 

4. E ifiisi ie insy/Eiconomi ics of Colleictiion be irartii pe iroleihan pajak beirsi ifat 

produktiif, di ilaksanakan deingan bi iaya yang paliing e ife iktiif, dan bi iaya 

pe imungutan tiidak boleih meileibi ihi i peine iri imaan pajak.16 

2.2.4. Sumber Keuangan 

Se icara teiori itiik, ke iwe inangan beirasal darii aturan undang-undang yang 

di idapatkan deingan tiiga cara antara laiin atri ibusi i, deile igasii, dan mandat. 

H.D. van Wiijk/ Wiilleim Koniijne inbeilt me ingartiikan atriibusi i, de ileigasi i, 

se irta mandat antara laiin be iri ikut: 

1. Attriibutiie i: toeikeinni ing van eie in beistuurbe ivoeigdhe iiid door eie in 

we itgeiveir aan e ie in be istuursorgaan (atri ibusi i yakni i pe inyeirahan 

ke ikuasaan peimeiri intahan darii seiorang leigi islator keipada suatu badan 

pe imeiri intah 

2. De ileigati iei: oveirdracht van beivoeighe ii id van eie in heit eine i 

be istuursorgaan aan e ie in ande ir (de ile igasi i meirupakan pe imiindahan 

ke ikuasaan peimeiriintahan satu kei iinstansi i laiin) 

3. Mandaat: eiein be istuursorgaan laat ziijn beivoeighe iiid name ins 

he imui itoeifeine in door e iein ande ir (mandat teirdapat keitiika leimbaga 

pe imeiri intahan meimbe irii iizi in peilaksanaan ke ikuasan atas nama orang 

laiin)17 

Iindroharto beirpeindapat bahwa atriibusi i meirupakan peimbeiri ian 

pe imeiri intahan baru darii ke ite intuan undang-undang, baiik yang 

di ilaksanakan badan leigiislatiif asal juga badan leigi islatiif yang 

di ideile igasiikan, de ingan peirbeidaan se ibagaii be iriikut: 

1. Ori igi inal leigiislator; MPR se ibagai i peimbeintuk konstiitusi i dii Ne igara 

Iindone isi ia dan beirsama de ingan DPR se irta pe imeiri intah meinciiptakan 

suatu aturan undang-undang, seirta pada tiingkat daeirah teirdapat 

 

16 Suparnyo, op. Cit., hlm. 27. 
17 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, 

hlm.100-102 
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Pe imeiri intah daeirah dan DPRD meinciiptakan Pe iraturan Daeirah. 

2. De ileigate id leigi islator; Pre isi idein me imbuat peiraturan peime iriintah 

di idasarkan keite intuan undang-undang, seirta weiwe inang pe imeiri intah 

atas jabatan atau peimeiri intahan teirte intu. 

3. Atri ibusi i adalah peimbeiri ian keiwe inangan pe imeiri intahan baru dari i 

ke iteintuan undang-undang yang meini imbulkan keiwe inangan baru³3 

Dari i iinformasi i i inii, ke iwe inangan Jaksa yang diipe iroleih de ingan 

atriibusi i tampaknya seicara iinhe irein uni ik dan beirasal darii undang-

undang dan peiraturan. Pada atriibusi i, pe ineiri ima otoriitas biisa 

meimbuat otoriitas baru atau juga dapat meimpeirbe isar otoriitas yang 

sudah ada dan meimpunyaii tanggung jawab i inteirnal dan eikste irnal 

atas peilaksanaan siiste im peirwaliian orang de iwasa, yang seipeinuhnya 

meinjadii mi iliik pe ineiri ima siiste im peirwaliian de iwasa (atriibutariis).18 

Algeime ine i We it Beistuursre icht (AWB) me inyatakan bahwa deileigasi i yakni i 

pe inyeirahan we iwe inang darii i instansi i pe ime iriintah ke i i instansii lai in, dan 

apabiila we iwe inang teirse ibut di iliimpahkan meilaluii pe inde ileigasi ian, maka 

pe imbeiri i (de ileigator) akan meinggunakan ke ikuasaan peimeiri intah teirse ibut 

ke ipada piihak laiin. hukum atau peirsyaratan dalam kasus ceideira atau 

ke irugiian 19 

Adapun te irdapat syarat-syarat pada pe iliimpahan we iwe inang 

pe imeiri intahan meilaluii de ileigasi i yaknii. 

1. De ileigasi i peirlu akurat seirta peimbeiri i deileigasi i atau deileigans tiidak 

boleih me ineitapkan keikuasaannya yang sudah diibe iri ikan; 

2. De ileigasi i pe irlu meingi ikuti i aturan peirundang-undangan; 

3. De ileigasi i tiidak pada bawahan, yang beirartii pada hubungan hiie irarki i 

ke ipeigawai ian tiidak di ipeirke inankannya deileigasi i; 

4. Ke iharusan dalam meine iruskan ke iteirangan, yang be irartii de ileigans 

meimpunyaii hak dalam meinuntut peinje ilasan meinge inaii ke ikuasaan 

teirse ibut; 

5. Pe iraturan keibiijakan (beileii idsre ige il), yang beirartii de ile igans 

meine iruskan iintruksi i meinge inaii keigunaan darii ke ikuasaan teirse ibut.20 

Ke iwe inangan deileigasi i tiidak teirdapat peinciiptaan keikuasaan 

pe imeiri intahan baru, hanya peiliimpahan ke ikuasaan peijabat satu ke i 

laiinnya, Aki ibatnya tanggung jawab yuri idiis sudah be irpi indah ke i 

 

18 Ridwan HR, op.cit., him. 105. 34 
19 H. Nandang Alamsah Deliarnoor, dan tim penulis, op.cit., hlm. 19-20. 
20 Ridwan HR, op.cit., hlm. 104. 
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pe ineiri ima deileigasi i (de ileigatariis), ti idak lagi i di i tangan peimbeiri i de ileigasi i 

(de ileigans). 

Mandat, keikuasaan yang diiteiri ima leiwat atriibusi i dan deileigasi i biisa 

di imandatkan keipada peigawaii bawahan atau badan laiin, ji ika peijabat 

yang meindapatkan keiwe inangan teirse ibut tiidak dapat meilaksanakannya. 

J.B.J.M. te in Be irge i me inyampaiikan mandat meirupakan suatu 'pe iri intah' 

ke ipada peigawaii yang se icara hi ieirarki is adalah bawahan guna 

meinjalankan keikuasaan dalam peingambi il keiputusan. Mandat pada 

pe igawaii non- hi irarki is, se ipe irtii le imbaga publiik, de iwan, atau pe igawaii 

yayasan dii beirbagaii ne igara bagiian, di imungki inkan, teitapii peinde ileigasi ian 

harus di ise itujuii oleih pi ihak peingi iriim, se ipeirti i dalam contoh iini i. 

Mandat, mandan (peimbeiri i mandat) masi ih meimi iliiki i ke ikuatan untuk 

meinjalankan otoriitasnya seindi irii jiika di ia masiih me ingiingi inkannya, dan 

di ipeiri intahkan untuk meingamanatkan apa yang diia iingi inkan. Mandan 

akan teitap beirtanggung jawab atas peirbuatan yang diijalankan oleih 

mandatariis (pe ineiri ima mandat). 21  Tanggung jawab teirakhiir dalam 

meimbuat keiputusan yang diibuat mandatariis ada dii tangan mandans 

se irta peine iri ima mandat (mandatariis) cuma beirtiindak atas nama Wajiib 

(mandans). Hal iinii di ikareinakan peine iri ima deileigasii pada dasarnya 

bukanlah piihak laiin darii pe imbeiri i de ileigasi i. 22 

2.2.5. Kewenangan 

Konse ip ke iwe inangan diimulaii deingan iide intiitas suatu neigara, yaknii 

ke ikuasaan untuk meime igang keiwe inangan. Ke ikuasaan neigara de ingan 

nama laiin adalah "otoriitas" atau "ke iwe inangan". Ke itiika i isti ilah 

ke ikuasaan diigunakan dalam hubungan nasiional, iitu seilalu beirartii 

otoriitas. Iisti ilah otoriitas diije ilaskan Kamus Be isar Bahasa Iindoneisi ia 

(KBBIi): 

1. ke ikuasaan leigiiti imasii yang di iamanahkan ke i suatu leimbaga yang ada 

 

21 H. Nandang Alamsah Deliarnoor, dan tim penulis, op.cit., hlm. 26. 
22 Ridwan HR, op.cit., hlm. 105. 
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dalam masyarakat, dan sangat meimungki inkan bagii peijabatnya 

untuk meilaksanakan fungsi inya; 

2. hak dalam beirtiingkah; 

3. kontrol, weiwe inang 

4. hak dalam meingambiil peirbuatan atau me ineigakkan aturan dalam 

meingatur orang laiin23 

Ke iwe inangan meinggunakan asas leigaliitas me irupakan salah satu asas 

ne igara hukum, dan seibagaii dasar peinguasaan neigara seirta 

pe imeiri intahan, seimua keindalii ne igara dan pe imeiri intah beirhak 

meimanfaatkan leigaliitas, yaiitu undang-undang 24Oleih kareina i itu badan 

hukum dii 27 ne igara- neigara konstiitusi ional dii mana leigaliitas adalah 

e ingse il utama peimeiri intahan, peime iriintahan be irasal darii undang-undang 

dan peiraturan. 

Be iriiri ingan deingan piilar neigara hukum yang utama, yaknii asas leigaliitas, 

be irartii bahwa keikuasaan neigara beirsumbe ir darii peiraturan peirundang- 

undangan. Deingan kata laiin, asal mula ke ikuasaan neigara beirasal darii 

pe iraturan peirundang-undangan. 

2.2.6. Kewenangan Pajak Daerah 

Otonomii Dae irah pada Pasal 1 (6) dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 

2014 meinge inaii Pe imeiri intahan Daeirah, yaknii hak, keikuasaan, seirta 

ke iwajiiban daeirah otonom guna meinguasaii urusan peimeiri intahan seirta 

ke ipeinti ingan masyarakat dii si iste im NKRIi. Di ise ibutkan bahwa di i 

Iindone isi ia, Peiraturan Daeirah (Pe irda) adalah arahan teirti inggii dan dua 

pi ihak, teirmasuk Keipala Daeirah dan DPRD, harus te irliibat dalam 

pe ingeimbangannya. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pada Pasal 65 

ayat 1 huruf a meingatur: 

 

 

23  H. Nandang Alamsah Deliarnoor, dan tim penulis, Teori & Praktek Kewenangan 

Pemerintah, Bandung: Pandiva, 2017, hlm. 1-2. . 
24 Ibid, hlm. 11 
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Me inuntun peilaksanaan peinyeileinggaraan peime iriintahan daeirah 

di idasarkan deingan keiteintuan aturan undang-undang seirta peidoman 

yang diisahkan oleih DPRD. 

Pada Pasal 65 ayat 2 keipala daeirah beirwe inang: 

b. meingutarakan rancangan Peirda;  

b. meine itapkan peiraturan daeirah yang diise itujui i beirsama oleih DPRD;  

c. meine intukan Peirkada dan keiputusan keipala daeirah;  

d. meimutuskan tiindakan teirte intu pada kondi isi i yang sangat meindeisak 

dan dan meimutuskan tiindakan teirte intu dalam kondiisi i yang 

di ipeirlukan masyarakat atau daeirah;  

e. meinjalankan keiwe inangan laiin se isuai i undang-undang. 25 

Pe irda meirupakan peinjabaran undang-undang tiingkat tiinggii, 

meimpe irhatiikan keikhasan daeirah masiing-masiing. Bagiian iisi i tiidak boleih 

be irbeinturan deingan keipe irluan umum seirta aturan undang-undang yang 

di ipriiori itaskan. Seiteilah diiundangkan, beirlaku eife iktiif dalam buleiti in 

re ismii ne igara. 26 

Dalam hal pajak daeirah se isuai i Pasal 245 ayat beirbunyi i: 

1) Rancangan Peirda Proviinsi i yang meinyusun me ingeinai i RPJPD, 

APBD, RPJMD, pe irtanggungjawaban pe ilaksanaan APBD, 

pe irubahan APBD, pajak daeirah, tata ruang se irta reitri ibusi i daeirah 

se ibe ilum gubeirnur meineitapka diipe irlukan eivaluasii Me inteiri i. 

2) Me inteiri i meilaksanakan peini ilaiian Rancangan Pe irda Proviinsi i pada 

ayat (1) meingeinai i pajak daeirah dan reitri ibusi i dae irah beirkoordi inasii 

de ingan meinte irii yang meingurusi i urusan peimeiri intahan pada biidang 

ke iuangan dan guna eivaluasii Rancangan Pe irda Proviinsi i me ingeinaii 

tata ruang daeirah beirkoordi inasii de ingan meinte irii yang meingurusi i 

urusan pe imeiri intahan biidang tata ruang. 

 

25 Undang-Undang 23 Tahun 2014 
26 H. Budiundang Nomos Kebijakan publik Di Daerah, Disampaikan dalam kegiatan 

Bimbingan Hi Budiaman Rusli, MS, Kebijakskelembagaan dan Sumber Daya Manusia Dalam 

Pengelolaan Keuangan tingkat Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, 2009. 
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3) Rancangan Peirda kabupatein/kota yang me ingeinai i RPJPD, APBD, 

RPJMD, pe irtanggungjawaban peilaksanaan APBD, pe irubahan 

APBD, tata ruang daeirah, pajak dan reitriibusi i dae irah se ibeilum 

di iteitapkan oleih walii kota/bupatii wajiib meine iri ima peini ilaiian darii 

gube irnur. 

4) Gube irnur meinjadii waki il Pe imeiri intah Pusat meilaksanakan peiniilaiian 

rancangan Peirda Kabupatein/Kota meingeinaii pajak dan reitri ibusi i 

daeirah beirkonsultasi i kei Me inte irii ke imudiian be irkoordiinasi i deingan 

meinte irii yang meingurusi i urusan pe imeiri intahan biidang keiuangan, 

se irta guna peini ilaiian rancangan Peirda Kabupatein/Kota teintang tata 

ruang daeirah beirkonsultasii de ingan Me inteiri i ke imudiian Meinte irii 

be irkoordiinasi i ke i Me inteiri i yang meingurusi i i iri isam peimeiri intahan 

bi idang tata ruang.  

5) Dalam ayat (1) dan ayat (3) meirupakan hasi il peiniilaiian rancangan 

Pe irda Provi insi i se irta rancangan Peirda Kabupatein/Kota apabiila 

di iteiri ima dan diibe iri ikan nomor reigi iste ir. 

Pasal 246 meinjeilaskan: 

Ke ipala Daeirah meimbeintuk Pe irkada untuk me ineigakkan peiraturan atau 

de ingan meineigakkan hukum Ke iteintuan beirdasarkan bahan formasii dan 

pe imuatan, seirta aturan peimbe intukan Pasal 237, be irlaku untuk priinsi ip-

pri insi ip peimbeintukan dan peimuatan bahan dan peimbe intukan Peirkada 

de ingan peirubahan yang di ipe irlukan. Keibi ijakan dapat beirkaiitan de ingan 

be irbagaii biidang, seipe irtii poliiti ik, eikonomii, sosi ial, liingkungan, 

ke ise ihatan, peindi idi ikan, dan yang laiinnya. Se ilaiin i itu, beirdasarkan 

strukturnya, keibi ijakan publiik dapat beirsi ifat nasiional, reigi ional, atau 

lokal. Contohnya teirmasuk undang-undang, peiraturan peime iriintah, 

pe iraturan preisi idein, pe iraturan meinteiri i, pe iraturan peimeiri intah daeirah, 

provi insi i, gubeirnur, dan ke iputusan bupatii dan waliikota. Seicara 

teirmi inologii, ada banyak deifiini isi i ke ibiijakan publiik (publiic poliicy), 
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teirgantung pada cara kiita meingartiikannya.27 

Be ibeirapa fungsi i utama keibiijakan meiliiputii: 

1. Pe inye ileisai ian masalah: Keibi ijakan diite itapkan untuk meingatasi i 

masalah atau tantangan yang diihadapii oleih suatu masyarakat, 

organiisasi i, atau pe imeiri intah. Tujuan utamanya adalah untuk 

meincarii solusi i yang e ifeiktiif dan e ifiisi ie in. 

2. Pe ingaturan dan peinge indaliian: Ke ibiijakan diigunakan untuk 

meingatur dan meingeindaliikan peiri ilaku atau aktiiviitas dii dalam suatu 

si iste im atau liingkungan teirteintu. Tujuannya adalah meinciiptakan 

ke irangka keirja yang seisuai i de ingan tujuan yang iingi in di icapaii. 

3. Pe irubahan sosiial : Keibi ijakan dapat diigunakan seibagaii alat untuk 

meinci iptakan peirubahan sosiial yang diiiingi inkan atau meingatasi i 

ke itiidakadiilan atau masalahmasalah struktural dalam masyarakat. 

4. Pe imeinuh ke ipeinti ingan publiik : Keibi ijakan se iriing kalii di iteitapkan 

untuk meime inuhii ke ipe intiingan dan keibutuhan publiik se icara 

ke ise iluruhan, seirta untuk meincapaii ke ise ijahteiraan dan keimajuan 

masyarakat. 

5. Pe inceigah konfliik : Keibi ijakan dapat diirancang untuk meince igah 

atau meingurangii konfliik antara beirbagaii ke ilompok atau golongan 

masyarakat yang beirbe ida keipe intiingan. 

2.3. Pajak 

Pajak yaiitu sumbe ir pe indapatan utama yang di ipungut be irdasarkan undang- 

undang hiingga Ke iputusan Diirjein Pajak. Undang-Undang Ke iteintuan Umum 

Pajak (KUP) No. 28 Tahun 2007, meirupakan iiuran wajiib yang teirutang oleih 

pe irse iorangan atau badan hukum keipada neigara, diiwajiibkan oleih undang- 

undang, dan se icara langsung tiidak diikompeinsasi ikan se irta tiidak diitanggung 

ne igara. Diigunakan seibe isar-be isarnya keise ijahteiraan rakyat. 28  Pajak yaiitu 

pungutan wajiib yang di ibayarkan atau diibe ibankan oleih peime iriintah ke ipada 

 

27 Taufiqurokhman, Kebijakan Publik, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 

Universitas Moestopo Beragama Pers: 2014), hlm. 3. 
28 7 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007. 
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warga ne igara untuk meimpe iroleih atau meine iriima dana darii masyarakat. Dana 

darii se ike ilompok wajiib pajak akan diigunakan se ibagaii dana keipe intiingan umum 

guna meincapaii ke ipe intiingan umum. Dii Iindone isi ia, iinstansi i peime iriintah yang 

meinge ilola pajak peimeiri intah yaiitu Diire iktorat Jeinde iral Pajak (DJP), otori itas 

pajak salah satunya dii bawah naungan Ke imeintri ian Keiuangan Reipubli ik 

Iindone isi ia. 

Adapun pe ingeirtiian pajak meinurut Prof. Dr. P. J. A. Adri iani i, meirupakan iiuran 

untuk neigara (yang biisa di ipungut) dan peimbayaran yang beilum diibayar harus 

di ibayar tanpa peirtiimbangan beirdasarkan keite intuan peirundang-undangan, 

se ige ira dapat diitunjuk seirta manfaatnya guna meinutupii biiaya umum yang 

teirkai it deingan tugas neigara.29 Pajak meirupakan iiuran yang sah (diipaksa) darii 

rakyat kei kas ne igara tanpa meimpeirole ih jasa tiimbal (kontrapreistasi i) dan seige ira 

di itunjukan yang diipakaii se ibagaii peimbayaran peinge iluaran umum. Diipaksakan 

be irartii jiika utang pajak tiidak diibayarkan, bi isa meimuliihkan utang wajiib se ipe irtii 

surat-surat wajiib, si ita, dan sandeira.30 

Dua fungsi i dasar darii pajak yaiitu: 

1. Fungsi i Budge itaiir 

Fungsi i Budge itaiir di ike inal fungsii utama pajak, atau fungsii fi iskal (fiiscal 

functiion) meirupakan fungsii yang peirtama dalam seijarah seirta pajak 

meinjadii sarana yang dananya diii inveistasi ikan se icara optiimal seisuai i deingan 

undang-undang peirpajakan yang valiid. Dalam fungsii i ini i, pe imeiri intah 

meinuntut dana untuk meindanaii hak pe imungutan pajak beirbagaii pe induduk. 

Dari i seiktor pajak, peinge imbangan peiran se irta fungsii peine iri imaan neigara 

meinunjukkan peini ingkatan siigni ifiikan dii se itiiap tahun anggaran. Faktor 

yang meimpeingaruhi i peini ingkatan peineiri imaan pajak yang teirpe intiing yai itu 

pe irtumbuhan eikonomii nasi ional. Padahal, iinte insi ifiikasi i dan eikste insi ifiikasii 

daii pe irole iham pajak juga beirdampak pada pe iniingkatan peine iri imaan ne igara 

darii se iktor pajak. Deingan tiidak adanya keibe irhasiilan peimbangunan seicara 

 

29 R. Santoso Botodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Bandung: PT Refika Aditama, 

2008 
30 Yuswanto, Nurmayani, Marlia Eka Putri dan Eka Deviani. Hukum Pajak. PKKPUU FH 

Unila Bandar Lampung.2013. hlm 3 
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umum, Iinteinsi ifi ikasii dan eiksteinsi ifi ikasi i akan diikurangii de ingan peimungutan 

pajak. 

2. Fungsi i Re iguleire ind 

Fungsi i Reigule ire ind dapat diikatakan fungsii peile ingkap pajak, yaknii diipakaii 

pe imeiri intah meinjadii meidi ia yang diimanfaatkan dalam peincapaiian tujuan 

yang diii ingi inkan. Diikatakan fungsii pe ileingkap diikareinakan meileingkapii 

fungsi i utama darii pajak, yaknii fungsi i budge itaiir. Pajak diipakaii se ibagaii 

meidi ia keibi ijaksanaan guna meincapaii tujuan teirse ibut. 

Pe irpajakan meirupakan salah satu sarana meingatur keise ijahteiraan manusiia 

dalam biidang eikonomii, sosi ial dan budaya. Pajak teirdapat fungsii 

pe ingaturan seibagaii be iri ikut:  

a. Pajak yang tiinggii teilah diike inakan pada alkohol dalam upaya 

pe ingurangan konsumsii alkohol.  

b. Pajak barang meiwah yang tiinggi i di imaksudkan untuk meiriingankan 

gaya hiidup konsumtiif.  

c. tariif pajak eikspor 0% guna me impromosi ikan eikspor produk 

Iindone isi ia kei pasar duniia.31 

Tiiga keilompok pajak meinurut golongan, siifat seirta leimbaga 

pe imungutannya seibagaaii beiri ikut. 

Pajak Meinurut Golongan: 

1. Pajak langsung 

Pajak langsung meimiiliiki i dua aspe ik. Pe irtama, pajak langsung dalam artii 

e ikonomii iialah pajak yang diitanggung wajiib pajak seirta tiidak dapat 

di ibeiri ikan kei orang lai in. keidua, pajak yang di ipe iroleih se icara beirkala dalam 

pe ingeirti iaan admiiniistratiif. Contohnya yaiitu Pajak Peinghasi ilan. 

2. Pajak Tiidak Langsung 

Pajak peinghasi ilan meimpunyaii dua aspe ik. Pe irtama, peinge irtiian e ikonomii, 

pajak tiidak langsung adalah pajak yang biisa diiliimpahkan atau diialiihkan kei 

orang laiin atau piihak keitiiga. Keidua, pajak tiidak langsung dalam artii 

 

31 Suparnyo, Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas, Semarang: Pustaka Magister, 2012, hlm. 34-

35 



22 

 

 

admiini istratiif, keiti ika ada peiri isti iwa, ke igiiatan, atau tiindakan yang 

meini imbulkan keiwajiiban peirpajakan. Contohnya yaiitu Pajak Peirtambahan 

Ni ilaii, Be ia baliik nama dan Beia mateiraii. 

Pajak meinurut siifat: 

1. Pajak Subjeiktiif (pajak peirorangan) 

Pajak diidasarkan ke ipada subjeik, artiinya pajak yang peinge inaan pajak yang 

meime irhatiikan subjeiknya atau pe ingeinaannya meimpe irhatiikan keiadaan 

pri ibadii darii waji ib pajak. Contohnya yaiitu Pajak Peinghasi ilan. 

2. Pajak Objeiktiif 

Pajak diidasarkan objeik, tanpa meimandang keiadaan priibadi i atau neigara 

teimpat tiinggal wajiib meimbayar pajak, baiik beirupa barang, tiindakan, 

pe iriisti iwa atau keiadaan yang meinumbuhkan keiwajiiban pe irpajakan. 

Contohnya yaiitu Pajak Peinjualan atas Barang Meiwah dan Pajak 

Pe irtambahan Niilaii. 

Pajak beirdasarkan Leimbaga peimungutan pajak: 

1. Pajak Neigara (pajak pusat) Pajak yang di ipeirole ih Diire iktrorat Jeindeiral 

Pajak: Peinghasiilan (PPh), Pajak Bumii dan Bangunan (PBB), Pajak 

Pe irtambahan Ni ilaii (PPN), Be ia Mate irai i, Be ia peirole ihan atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) dan Be ia Leilang. Adapun pajak yang diipe iroleih 

Di ire iktorat Jeinde iral Beia Cukaii: Cukaii Alkohol, Cukaii Teimbakau dan Beia 

Masuk. 

2. Pajak Daeirah Pajak yang diipe iroleih Pe imeiri intah Daeirah tiingkat Ii (Pajak 

Provi insi i) dan ti ingkat IiIi (Pajak Kabupatein/Kota) se isuai i de ingan Pe iraturan 

Dae irahnya. Pajak teirse ibut di ipakaii untuk meindanaii se iti iap anggaran. 

Pajak Daeirah. Konfiigurasi inya adalah seibagaii be iri ikut: 

a. Pajak Provi insi i: Pajak Keindaraan Beirmotor; Pajak Rokok; Beia Baliik 

Nama Ke indaraan Beirmotor; Pajak Ai ir Pe irmukaan dan Pajak Bahan 

Bakar Keindaraan Beirmotor. 

b. Pajak Kabupatein/Kota: Pajak Hoteil; Pajak Bumii dan Bangunan 

Pe irde isaan dan Peirkotaan; Pajak Peine irangan Jalan; Pajak Hiiburan; 

Pajak Reistoran; Pajak Non Logam dan Mi ine iral Batuan; Pajak 
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Re iklamei; Pajak Parkiir, Pajak Aiir Tanah; Pajak Sarang Burung 

Waleit; dan Beia Pe iroleihan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

c. Macam-macam reitriibusi i: 

d. Re itriibusi i Jasa Umum; Reitriibusi i Pe iri iziinan teirte intu; Reitri ibusi i Jasa 

Usaha.32 

Pajak Daeirah meimpunyaii ciiri i khusus se ibagaii be iri ikut: 

1. Pajak daeirah beirsumbe ir darii pajak neigara atau pajak asal daeirah dan 

di ibayarkan kei daeirah. 

2. Pajak dapat diipe iorleih dan pajak lokal dapat diipungut dalam hal 

suatu peiri isti iwa, kondiisi i atau tiindakan beirdasarkan hukum 

3. Dapat diipaksakan. 

4. Tiidak ada hubungan deingan pe imbayaran pajak propeirtii dan gajii atau 

tunjangan priibadi i. 

5. Hasi il peimungutan pajak bumii dan bangunan diimanfaatkan untuk 

ke ipeinti ingan daeirah se ibe isar-beisarnya untuk ke ise ijahteiraan rakyat. 33 

Adapun unsur-unsur pada pajak daeirah yaiitu subje ik, obje ik dan tariif 

pajak daeirah.34 

 

2.3.1. Keringanan, Pengurangan atau Pembebeasan Pajak 

Pasal 95 ayat (4) dii Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 meinje ilaskan: 

Pe iraturan Daeirah meinge inaii Pajak meingacu ke iteintuan seibagaii be iriikut:  

a. Pe imbeiri ian keiri inganan, peingurangan dan pe imbeibasan pajak untuk 

hal-hal teirteintu darii pajak dan/atau deinda be isar.  

b. Tata cara peimbatalan klaiim pajak kadaluarsa.  

 

32 Lutfi Riyani Waqidah, Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dari 

Layanan Drive Trhu Terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) Di Kabupaten Madiun, Malang: 

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017, hlm. 11-14. 
33 Marlia Eka Putri, Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah, Bandar Lampung: CV Anugrah 

Utama Raharja, 2015, hlm. 3. 
34 Pajak Daerah: Pengertian, Ciri-Ciri, Jenis, dan Tarifnya (online-pajak.com), diakses pada 

tanggal 30 Juni 2021 pukul 17.05 WIB. 
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c. Asas ti imbal baliik be irbe intuk peimotongan pajak, keiriinganan, 

pe ingurangan, dan peimbeibasan pajak untuk konsulat, keidutaan beisar, 

dan peirwaki ilan asiing beirdasarkan peirjanjiian iinte irnasiional. 

Dari i ayat iini i dapat diike itahuii bahwa reigulasii Pe iraturan Dae irah teirkaiit 

ke iriinganan, peingurangan/peimbeibasan pajak dapat diilakukan Gubeirnur 

be irdasarkan peiraturan peirundang-undangan yang masiih be irlaku bagii 

pe ingguna yang meimpunyaii ke indaraan be irmotor atas ke iteitapan 

PKB/BBNKB.35 

2.3.2. Sanksi Pajak 

Sanksi i pajak iialah peirbuatan yang diibe irii ke ipada Wajiib Pajak atau fiiskus 

yang deingan se ingaja atau lalaii meilakukan pe ilanggaran. Keirugi ian yang 

di itiimbulkan darii Wajiib Pajak yang tiidak meimbayar pajak meirupakan 

sarana untuk meinge ilola keipatuhan wajiib pajak yang beirke ilanjutan, 

kareina se icara otomatiis me imbeiri ikan keisan bahwa Wajiib Pajak ti idak mau 

meimatuhii ke iwajiiban peirpajakannya. 36 

Iindi ikator beiriikut dapat diigunakan untuk meingukur sanksi i pajak. 

1. Sanksi i pi idana yang diike inakan teirhadap peilanggaran peirpajakan 

sangat keitat. 

2. Sanksi i admiinstrasi if yang diike ianakan untuk pe ilanggaran pajak sangat 

ke iciil. 

3. Pe imbeiri ian sanksi i teigas se ibagaii salah satu meidi ia dalam eidukasii 

wajiib pajak. 

4. Pe ilanggar diikeinakan sanksii pe irpajakan tanpa toleiransii. 

5. Pe inge inaan sanksii akan peilanggaran peirpajakan biisa diine igosi iasi ikan  

Asumsi i umum masyarakat jiika tiidak me imbayar pajak akan diide inda. 

Bahkan teirdapat warga neigara atau wajiib pajak yang teirkeina sanksii 

pe irpajakan yaiitu sanksi i admiiniistrasi i (de inda, keinaiikan bunga,) juga 

 

35 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 14 Tahun 2021. 
36  Pradanata, Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan Dan 

Pelaksanaan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Baru, Malang: Fakultas Ekonomi, 2014, hlm. 7. 
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sanksi i pi idana.37Ke iteintuan Umum Dan Tata Cara Pe irpajakan diiatur dalam 

Pe iraturan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007:38 

1. Sanksi i Admiini istrasi i 

a.  Sanksi i Admiini istratiif Beirbe intuk Bunga 

Pe ilanggaran yang diise ibabkan oleih be irtambahnya uang wajiib pajak 

di ibeiri i sanksi i admiini istratiif beirbe intuk bunga. Beisarnya bunga 

di idasarkan pada peirse intase i jumlah pajak utama yang diibayar pada 

pe imbayaran atau tunggakan atau tiidak di ibayar. Apabiila Wajiib 

Pajak tiidak meimbayar bunga atau hanya meimbayar seibagiian 

teirmasuk di i Surat Keiteitapan Pajak yang di iteirbi itkan, bunga deinda 

i itu biisa di icabut beise irta bunganya. 

b.  Sanksi i Admiini istrasi i Beirbe intuk De inda 

Sanksi i de inda meirupakan jeiniis sanksi i yang umum pada undang- 

undang peirpajakan. Beisaran deinda be irupa jumlah teirteintu, 

pe irse intasei jumlah teirteintu atau kalii jumlah teirte intu. Deinda akan 

teirus be irtambah beirsamaan deingan sanksi i piidana teirse ibut untuk 

se itiiap rangkaiian pe ilanggaran. Artiinya, peilanggaran kareina keilalaiian 

atau keise ingajaan, dan sanksii admiiniistratiif beirbe intuk deinda, beintuk 

jumlah deinda, se irta peingeinaan deinda. 

c.  Sanksi i Admiini istrasii Be irbe intuk Keinai ikan 

Sanksi i admiini istrasi if be irbeintuk ke inai ikan yaknii sanksi i yang pali ing 

di itakutii ole ih wajiib pajak. Jiika sanksii di ike inakan, jumlah pajak yang 

harus di ibayarkan dapat dua kalii li ipat atau beirli ipat-liipat. Sanksi i 

be irbeintuk keinai ikan diidasarkan peirhiitungan diimana peirse intasei darii 

jumlah pajak tiidak di ibayar. Hukuman meini ingkat akiibat peingeinaan, 

 

37 Harjanti Puspa Arum, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi 

Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan 

Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Diponegoro, Semarang, 2012, hlm. 22. 
38  Mutiara Mukhtar, Pengaruh Kesadaran Perpajakan Dan Sanksi Denda Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, 

Makassar, 2018, hlm. 11-12. 
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se ibab wajiib pajak kurang meimbe iriikan i informasii yang diipe irlukan 

untuk meinghi itung beisar pajak 

2.3.3. Denda Pajak Kendaraan Bermotor 

Ke iteirlambatan peindaftaran yang meileibi ihi i waktu dapat diibe iri i deinda 

be irbeintuk keinaiikan 25% darii Pokok Pajak keimudi ian diitambah deingan 

Sanksi i Admi iniistratiif beirbe intuk bunga peir bulan seibeisar 2%, teirhiitung 

darii pajak diikurangii bunga keiteirlambatan peimbayaran dalam waktu 2 

bulan darii tanggal peimbayaran pajak,39 

Be isaran deinda yang harus Anda bayar, saat meingalamii ke iteirlambatan 

atau teirle iwatdarii tanggal jatuh teimponya, pe irhiitungan deindanya: 

1. Ke iteirlambatan 1 harii-1 bulan akan diibeiri i de inda 25% 

2. Ke iteirlambatan 2 bulan: PKB x 25% x 2/12 + deinda Sumbangan Wajiib 

DanaKe iceilakaan Lalu Liintas Jalan (SWDKLLJ) 

3. Ke iteirlambatan 6 bulan: PKB x 25% x 6/12 + deinda SWDKLLJ 

4. Ke iteirlambatan 1 tahun: PKB x 25% x 12/12+ deinda SWDKLLJ 

5. Ke iteirlambatan 2 tahun: 2 x PKB x 25% x 12/12 + deinda SWDKLLJ 

2.4. Pajak Kendaraan Bermotor 

2.4.1. Pengertian Kendaraan Bermotor 

Ke indaraan beirmotor adalah seimua keindaraan beiroda dua atau leibi ih 

be ise irta gandeingannya yang diigunakan di ise imua jeini is jalan darat, dan 

di igeirakkan oleih pe iralatan teikniik be irupa motor atau peiralatan laiinnya 

yang beirfungsi i untuk me ingubah suatu sumbe ir daya eine irgii te irteintu 

meinjadii te inaga geirak ke indaraan beirmotor yang be irsangkutan, teirmasuk 

alat alat beisar yang beirge irak. Yang diimaksud de ingan alat-alat beirat dan 

alat-alat beisar yang beirge irak adalah alat yang dapat beirge irak/beirpiindah 

teimpat dan tiidak meileikat se icara peirmanein.  

Adapun ke indaraan diiatas aiir adalah seimua ke indaraan yang beirge irak ole i 

 

39 Ayu Triani Utami, op.cit, hlm. 59. 
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peiralatan teikniik be irupa motor atau peiralatan laiinnya yang be irfungsi i 

untuk me ingubah suatu sumbe ir daya eine irgii te irteintu meinjadii teinaga geirak 

ke indaraan beirmotor yang beirsangkutan yang di igunakan diiatas aiir.40 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 teintang Pajak Daeirah dan 

Re itriibusi i Dae irah meinyatakan bahwa pajak ke indaraan beirmotor, yaiitu 

pajak atas keipeimi iliikan dan atau peinguasaan ke indaraan beirmotor. 

Ke indaraan beirmotor adalah seimua ke indaraan beiroda beiseirta 

gandeinganna yang diigunakan diise imua jeini is jalan darat, dan diigeirakkan 

oleih peiralatan teikni ik beirupa motor atau peiralatan laiinnya yang beirfungsi i 

untuk meingubah suatu sumbeir daya eine irgi i teirteintu meinjadii teinaga 

ge irak keindaraan beirmotor yang beirsangkutan, teirmasuk alat-alat beirat 

dan alat-alat beisar yang dalam opeirasiinya meinggunakan roda dan motor 

dan tiidak meile ikat seicara peirmanein se irta ke indaraan beirmotor yang 

di iopeirasi ikan dii aiir.41 

2.4.2. Objek, Subjek dan Wajib Pajak Kendaraan 

Obje ik Pajak Keindaraan Beirmotor adalah ke ipeimi iliikan atau peinguasaan 

ke indaraan beirmotor yang diigunakan diise imua jeini is jalan darat se ipeirtii 

kawasan. 42 

a. Bandara; 

b. Pe ilabuhan laut; 

c. Pe irke ibunan; 

d. Ke ihutanan; 

e. Pe irtaniian; 

f. Pe irtambangan; 

g. Iindustry; 

 

40 Marihot Pahala Siahaan, Hukum Pajak Formal, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 

162. 
41 Yuswanto, Hukum Desentralisasi Keuangan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012). 

hlm. 133 
42 Ayu triani utami, Skripsi: "analisis pajak kendaraan bermotor dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah diprovinsi jawa tengah 

(Semarang: UNDIP,2014), hlm. 45. 
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h. Pe irdagangan; dan Sarana olahraga dan reikre iasii. 

Subje ik pajak keindaraan beirmotor adalah orang pri ibadii atau badan yang 

meimi iliiki i dan/atau meinguasaii ke indaraan be irmotor.43Wajiib pajak adalah 

orang priibadii atau badan yang meinurut keiteintuan peiraturan peirundang- 

undangan peirpajakan diiteintukan untuk meilakukan keiwajiiban 

pe irpajakan, teirmasuk peimungut pajak atau pe imotong pajak teirteintu.44 

Pe inge irtiian diiatas dapat diitariik ke isi impulan bahwa wajiib pajak 

ke indaraan beirmotor adalah orang priibadii atau badan yang meimi iliiki i 

ke indaraan beirmotor, jiika wajiib pajak meirupakan badan maka keiwajiiban 

pe irpajakannya diiwaki ilii oleih peingurus atau kuasa hukum badan teirse ibut. 

De ingan deimi ikiian pada pajak keindaraan be irmotor subjeik pajak sama 

de ingan wajiib pajak, yaiitu orang priibadii atau badan yang meimi iliiki i atau 

meinguasai i keindaraan beirmotor. 

2.4.3. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor 

Dasar hukum pajak keindaraan beirmotor di iatur dalam : 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 te intang Pajak Daeirah dan 

Re itriibusi i Dae irah. 

2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 teintang Hubungan 

Ke iuangan antara Peimeiri intah Pusat dan Peimeiri intah Daeirah 

3. Pe iraturan Peimeiri intah Nomor 65 Tahun 2001 teintang Pajak Daeirah. 

4. Pe iraturan Meinteiri i Dalam Neige iri i Nomor 2 Tahun 2006 meinge inai i 

Pe irhi itungan Dasar Peinge inanan Pajak Ke indaraan Beirmotor dan 

Be ia Baliik Nama Keindaraan Beirmotor Tahun 2006; 

5. Pe iraturan Daeirah Provi insi i Lampung Nomor 02 Tahun 2011 

teintang Pajak Daeirah; dan 

Pe iraturan Gubeirnur Nomor 6 Tahun 2023 te intang Keiri inganan Pajak 

Ke indaraan Peinge inaan Beirmotor dan Be ia Baliik Nama Ke indaraan 

Be irmotor Tahun 2023. 

 

43 Yuswanto, Op. Cit. hlm. 134. 
44 Ibid, hlm.11.` 



29 

 

 

2.4.4. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Kendaraan 

Bermotor 

a. Pe imbayaran Pajak Keindaraan Beirmotor 

Pajak Keindaraan Beirmotor teirutang harus di ilunasii atau diibayar 

se ikaliigus di imuka untuk masa 12 bulan. Pajak Ke indaraan 

Be irmotor diilunasi i se ilambat-lambatnya 30 harii se ijak diiteirbi itkan 

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Ke iputusan 

Pe imbeitulan, Surat Keiputusan Ke ibe iratan, dan Putusan Bandi ing 

yang meinye ibabkan jumlah pajak yang harus di ibayar beirtambah. 

Pe imbayaran Pajak Keindaraan Beirmotor di ilakukan kei kas dae irah 

bank, atau teimpat laiin yang di itunjuk oleih gube irnur, de ingan 

meinggunakan surat se itoran pajak daeirah. Wajiib pajak yang 

meilakukan peimbayaran pajak diibe iri ikan tanda buktii pe ilunasan atau 

pe imbayaran pajak dan peinniing. waji ib pajak yang teirlambat 

meilakukan peilunasan atau peimbayaran pajak akan diike inakan 

sanksi i yai itu seibagaii be iri ikut: 

1) Ke iteirlambatan peimbayaran pajak yang me ilampauii saat jatuh 

teimpo yang diiteitapkan dalam SKPD diike inakan sanksii 

admiini istrasii be irupa deinda se ibeisar 25% dari i pokok pajak. 

2) Ke iteirlambatan peimbayaran pajak seibagaiimana diite itapkan 

dalam SKPD yang meilampauii 15 harii se iteilah jatuh teimpo 

di ikeinakan sanksii admiiniistrasi i se ibeisar 2% se ibeilum diihiitung 

darii pajak yang kurang atau teirlambat bayar untuk jangka 

waktu paliing lama 24 bulan teirhi itung seijak saat teirhutangnya 

pajak. 

b. Pe inagiihan Pajak Keindaraan Beirmotor 

Pajak yang teirutang tiidak di ilunasii se ite ilah jatuh teimpo pe imbayaran, 

gube irnur atau peijabat yang diitunjuk akan meilakukan tiindakan 

pe inagiihan pajak. Peinagi ihan pajak diilakukan teirhadap pajak 

teirhutang SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STD, surat ke iputusan 

pe imbeitulan, surat keiputusan keibe iratan, dan putusan bandiing yang 

meinye ibabkan jumlah pajak yang harus di ibayar beirtambah. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Pendekatan Masalah  

Pe inde ikatan masalah adalah peinyeileisai ian peirsoalan tahapan yang sudah 

di ipastiikan untuk dapat meincapaii tujuan darii pe ineili itiian. Peine iliiti ian iinii 

meinggunakan peinde ikatan yuriidi is normatiif seirta eimpiiri is untuk 

meinganaliisa peirsoalan yang akan diikeirjakan meilaluii cara meimadukan 

bahan hukum yang diidapatkan darii lapangan yang meinjadii sumbeir data 

pri imeir dan seikundeir guna meindapatkan jawaban atas peimbeiri ian 

ke iriinganan atau peimbeibasan teirhadap tunggakan dan deinda Pajak 

Ke indaraan Beirmotor dalam meiniingkatkan Pe indapatan Aslii Dae irah 

Provi insi i Lampung. 

3.2.  Sumber Data 

Adapun meinurut sumbeir data yaiitu data lapangan dan data keipustakaan. 

Data lapangan adalah data yang diiambiil deingan meilaksanakan wawancara 

pada hasiil peine iliiti ian, seidangkan data keipustakaan meirupakan data yang 

di ipeirole ih darii pe iraturan peirundang-undangan, bahan-bahan keipustakaan, 

dansumbeir bacaan laiin yang beirkaiitan deingan apa yang diiteili itii.  

Me inurut jeini isnya data teirbagii meinjadii dua keilompok: 

3.2.1.  Data Primer 

Data priime ir i ialah data utama yang diidapat deingan me ilaksanakan 

ke igiiatan wawancara keipada iinforman dan re isponde in langsung kei 

pi ihak yang teirkai it untuk meindapat data peine iliitiian, se ibagaii beiri ikut: 

1. Iinforman peine iliitiian adalah Kasubag Bi idang Pajak Bapeinda 

Bandar Lampung Bapak Syaiifullah Noeir S.IiP., M.Ρ.Α. 

2. Re isponde in adalah orang wajiib pajak yang meimpe iroleih 

ke iriinganan PKB teirhadap keindaraan be irmotor dii Provi insi i 
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Lampung, Bapak Zuhdii Ari if Ri izkii Ananda, Fari i sui ibhan, Naui ifal 

Sahe iiinsa, Re ii istuii agui ing Ramadhan, Riifki i Pui itra Wiibowo. 

3.2.2.  Data Sekunder 

Dalam peineili itiian iini i data seikundeir se ibagai i beiri ikut: 

1) Bahan Hukum Priime ir, yaiitu: 

a. Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 meinge inaii Pe ine itapan 

Pe iraturan Peimeiri intah Pe inggantii Undang-Undang No. 5 Tahun 

2008 meinge inaii Pe irubahan Keie impat Atas Undang-Undang No. 

6 Tahun 1983 meinge inaii Tata Cara Pe irpajakan Meinjadii 

Undang- Undang dan Keite intuan Umum. 

b. Undang-Undang No 28 Tahun 2009 seibagaiimana teilah diigantii 

de ingan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Te intang 

Hubungan Ke iuangan antara Peime iriintah Pusat dan Pe imeiri intah 

Dae irah;. 

c. Pe imeiri intah Daeirah dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 

2014. 

d. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 me inge inaii Pe irubahan atas 

Undang-Undang Reipubliik Iindone isi ia No. 18 Tahun 1997 

meinge inaii Pajak Daeirah se irta Reitriibusi i Dae irah. 

e. Pe iraturan Peimeiri intah No. 65 Tahun 2001 te intang Pajak 

Dae irah  

f. Pe iraturan Preisi idein No. 5 Tahun 2015. Teintang 

Pe inye ileinggaraan Siisteim Admiini istrasi i Manunggal Satu Atap 

Ke indaraan Beirmotor Pe iraturan Preisi idein No. 5 Tahun 2015. 

g. Pe iraturan Daeirah Proviinsi i Lampung No. 2 Tahun 2011 

meinge inaii Pajak Daeirah dan diigantii de ingan Pe iraturan Daeirah 

Provi insi i Lampung No. 31 Tahun 2014. 

h. Pe iraturan Gubeirnur Lampung No. 90 Tahun 2016 meinge inaii 

Susunan Organi isasi i, Keidudukan, Tata Ke irja, Tugas Dan 

Fungsi i Badan Pe indapatan Daeirah Proviinsi i Lampung. 

i. Pe iraturan Gubeirnur Lampung No. 6 Tahun 2023 meinge inaii 

Pe imbeiri ian Ke iriinganan dan De inda Pajak Ke indaraan Beirmotor 
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se irta Beia Baliik Nama Ke indaraan Beirmotor Dii Provi insi i 

Lampung Tahun 2021. 

2)  Bahan Hukum Seikunde ir 

Data bahan hukum seikunde ir beirasal dari i bahan hukum dalam 

meinganaliisi is dan peimahaman teirhadap pe irsoalan, makalah, 

be irbagaii sumbeir buku hukum, arsiip se irta dokumein. 

3)  Bahan Hukum Teirsi ie ir 

Bahan hukum teirsi ie ir be irasal darii bahan hukum pri imeir maupun 

se ikunde ir yang meimbeiri ikan peinje ilasan dan peitunjuk, antara laiin 

jurnal, surat kabar, kamus, iinteirne it, dan seibagaiinya. 

3.3. Metode Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data 

3.3.1.  Prosedur Pengumpulan Data 

Prose idur pe ingumpulan data dalam peine iliiti ian iini i di ilakukan deingan 

cara seibagaii beiri ikut: 

1)  Studi i Pustaka 

Di ilaksanakan analiisi is dari i ke iteitapan aturan undang-undang, 

ke igiiatan meimbaca, meineilaah se irta meingutiip li iteiratur teirkaiit 

pokok yang diibahas. 

2)  Studi i lapangan 

Di ilaksanakan keigi iatan wawancara narasumbeir se icara 

langsung guna meingumpulkan data teirkaiit pe irmasalahan pada 

Samsat Bandar Lampung dan Bapeinda Bandar Lampung. 

3.3.2. Pengelolaan Data 

Dalam rangka meimpeirmudah pe ineili itii me ilakukan analiisi is data yang 

re ileivan de ingan masalah yang se idang di iteiliiti i, maka diilakukan 

pe ingeilolaan data. Peingeilolaan data dalam peineili itiian iini i meili iputii 

tahapan seibagaii be iri ikut: 

1. Pe imeiri iksaan data yaknii meimodi ifiikasi i data yaiitu data teilah 

teirkumpul dan leingkap, akurat dan se isuai i. Data yang 
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di ikumpulkan sangat beirguna untuk meinjawab peirtanyaan dan 

be irmanfaat 

3. Me ingi ideinti ifiikasi i data, yaiitu meinge idi it data deingan cara yang 

re ileivan yang di iteintukan dalam peine iliitiian untuk me imudahkan 

i inteirpre itasii oleih pe ineili itii. 

4. Me inampiilkan data seicara siisteimatiis, yaiitu data meinurut 

ke irangka peimbahasan yang siisteimatiis be irdasarkan seikumpulan 

masalah. 

3.4.  Analisis Data 

Me itodei de iskri iptiif kualiitatiif di igunakan untuk meinganaliisi is data. Deingan 

kata laiin, meimeiri iksa peinye iliidi ikan seicara de iskri iptiif deingan meinceiri itakan 

dan meinjeilaskan apa masalah yang diise ili idi ikii untuk meimpeirjeilas masalah 

yang di ise iliidi ikii. Dan dari i hasi il te irse ibut, di imungkiinkan untuk me inariik hasi il 

dan keisi impulan darii apa yang teilah diipeilajarii. 
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V. PENUTUP 

5.1. Simpulan 

 Dalam peineili itiian iini i dapat diisi impulkan: 

1. E ifeikti iviitas pe imbeiri ian ke iriinganan atau peimbeibasan te irhadap tunggakan 

dan deinda PKB adalah seibagaii be iriikut: 

Pe imbeirlakuan Peiraturan Gubeirnur Lampung No. 6 Tahun 2023 dalam 

meimbantu masyarakat untuk meimbayar pajak beilum eife iktiif se icara 

ke ipatuhan masyarakat teirhadap PKB, teitapii me ingalamii pe ini ingkatan 

dalam seigi i pe ineiri imaan peindapatan. Tiingkat keipatuhan Masyarakat 

dalam meimbayar PKB meingalamii pe inurunan diibandiingkan deingan 

tahun 2021 diise ibabkan kurangnya keisadaran masyarakat dan suliitnya 

pe ireikonomi ian masyarakat. Capaiian re ialiiasi i PKB total dalam APBD-P 

tahun 2023 (1 Apriil- 30 se impteimbeir) se ibe isar 82,61% darii Rp 

950.000.000.000,00 yang sudah diilakukannya peimbe iriian keiri inganan 

PKB. Dalam hal iinii pe ine iriimaan atas keiri inganan atas deinda PKB tahun 

2023 sudah be irhasi il me incapaii 44,66% dari i targeit yang di ireincanakan, 

pe irse intasei teirse ibut meingalamii peini ingkatan seibe isar 1,1% 

di ibandiingkan deingan program keiri ingan dan beibas deinda pajak yang 

pe irnah diilaksanakan pada tahun 2021. Seidangkan darii se igi i keipatuhan 

Masyarakat dalam meimbayar PKB dalam program iinii masi ih teirgolong 

re indah. hanya seibe isar 25,16% 

2. Se icara rasiional, keindala utama dalam meimbeiri ikan keiri inganan deinda 

PKB adalah kurangnya eife iktiivi itas dalam meini ingkatkan keisadaran 

wajiib pajak, yang masiih re indah dalam meime inuhii ke iwajiiban pajak. 

Se ilaiin iitu, re indahnya peimanfaatan apliikasi i yang teilah teirse idiia juga 

meinjadii faktor peinghambat. Namun, teirdapat beibeirapa faktor 
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pe indukung yang dapat diioptiimalkan dalam upaya meimbeiri ikan 

ke iriinganan. Salah satunya adalah meiniingkatkan sosiialiisasi i meingeinai i 

program keiri inganan PKB deingan leibi ih iinteinsi if, se ipeirti i meinggunakan 

meidi ia sosi ial untuk meincapaii leibi ih banyak orang se irta meiliibatkan Uniit 

Pe ilaksana Teikni is Dae irah (UPTD) dalam sosi ialiisasi i hi ingga kei tiingkat 

de isa de ingan dukungan darii pe imeiri intah daeirah. Se ilaiin i itu, me ilakukan 

pe indataan keindaraan beirmotor yang me inunggak pajak atau tiidak 

teirdaftar dii pe irusahaan-peirusahaan di i Kota Bandar Lampung juga dapat 

meimbantu. Peingopti imalan siiste im peimbayaran onliinei untuk PKB juga 

meirupakan langkah yang peinti ing, yang dapat meimudahkan wajiib pajak 

dalam meimeinuhi i keiwajiibannya. Keirja sama deingan iinstansi i teirkaiit 

se ipe irtii Di itlantas, Jasa Raharja, dan Bank Lampung juga diipeirlukan 

untuk meimpeirkuat iimpleimeintasi i program ke iriinganan iini i 

5.2. Saran 

 Saran darii pe ineiliiti ian iini i adalah: 

1. Pe imeiri intah Provi insi i Lampung peirlu meimaksi imalkan sosi ialiisasi i 

pe indaftaran pajak seicara onliine i agar masyarakat tiidak peirlu 

meinunggu lama dan biiaya yang sudah teirteira se ihiingga masyarakat 

teirge irak untuk meimbayar PKB. 

2. Pe imeiri intah Proviinsi i Lampung peirlu meini ingkatkan kiineirja dalam hal 

pe imbayaran onliinei di i Provi insi i Lampung agar teirciiptanya keimudahan 

bagii masyarakat dii kota/kabupatein dalam pe imbayaran PKB se ihi ingga 

meini ingkatnya keisadaran masyarakat dalam peimbayaran PKB, kareina 

pajak daeirah diialokasiikan untuk peimbangunan daeirah. 
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